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  ABSTRAK :   -    Bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah yang 

timbul akibat perbuatan melanggar hukum dana tau kelalaian yang dilakukan 

oleh Bendahara, PNS bukan bendahara atau pihak ketiga, yang karena 

perbuatannya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti 

kerugian daerah. 

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 

2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004; 

UU No. 3 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007,  UU 

No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 

Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; PERPRES No. 54 Tahun 2010; Peraturan 

BPK No. 3 Tahun 2007; QANUN PIDIE JAYA No. 3 Tahun 2008; QANUN 

PIDIE JAYA No. 9 Tahun 2014. 

  

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, 

Subjek dan Objek, Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan, Penyelesaian Ganti 

Kerugian Daerah, SKTJM, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti 

Rugi, Penghapusan, Pembebasan, Penyetoran, Pelaporan Penyelesaian TP-

TGR, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 25 April 2017. 

- Penjelasan : 21 hlm 

 

 


